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ABSTRAK

Perkembangan pesat e-commerce di Indonesia telah mengubah lanskap perdagangan dan menciptakan
tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberlakukan, masih terdapat berbagai masalah dalam
penerapannya, terutama terkait keamanan data pribadi, transparansi informasi, dan tanggung jawab
pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan kasus untuk mengkaji implementasi hukum
dalam sengketa konsumen di e-commerce. Selain itu, pendekatan komparatif dilakukan untuk
membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem e-commerce lebih maju.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada sudah cukup komprehensif,
penegakan hukum yang lemah dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka menjadi
hambatan utama dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan
penegakan hukum, edukasi konsumen, serta pembaruan regulasi untuk menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis.

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan konsumen, E-Commerce

Legal Analysis of Consumer Protection in E-Commerce
Transactions in Indonesia

ABSTRACT

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has transformed the commercial landscape and introduced
new challenges in consumer protection. Despite the enactment of regulations such as Law No. 8 of 1999
on Consumer Protection and Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, various
issues remain in their implementation, particularly regarding data privacy, information transparency,
and business liablility. This study employs a normative juridical method to analyze the existing legislation
and a case study approach to examine the legal implementation in consumer disputes within e-
commerce. Additionally, a comparative approach is used to contrast Indonesia's regulations with those
of other countries with more advanced e-commerce systems. The results indicate that although current
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regulations are relatively comprehensive, weak law enforcement and low consumer awareness of their
rights are significant barriers to effective consumer protection. The study recommends strengthening law
enforcement, enhancing consumer education, and updating regulations to keep pace with the dynamic
advancements in information technology.

Keywords : Law, Consumer Protection, E-Commerce

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa
dekade terakhir telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara signifikan,
termasuk dalam sektor perdagangan. Salah satu manifestasi dari perkembangan ini
adalah munculnya e-commerce atau perdagangan elektronik, yang telah menjadi
alternatif utama bagi banyak konsumen di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. E-
commerce menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, efisiensi
waktu, dan beragam pilihan produk yang dapat dijangkau hanya dengan beberapa klik.
Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat e-commerce, muncul pula tantangan dan
risiko baru, terutama terkait dengan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem
perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Konsumen harus dilindungi dari praktik-
praktik yang merugikan, seperti penipuan, ketidakjujuran, atau penyalahgunaan data
pribadi. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan konsumen telah diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, meskipun regulasi ini ada,
penerapan dan penegakannya dalam konteks e-commerce masih menghadapi
berbagai tantangan.

Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada platform
digital menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat regulasi dan mekanisme
perlindungan konsumen. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah
dalam transaksi e-commerce karena mereka tidak dapat secara langsung memeriksa
barang sebelum membeli dan hanya bergantung pada informasi yang disediakan oleh
pelaku usaha. Kondisi ini membuka peluang bagi terjadinya penipuan atau
penyampaian informasi yang tidak akurat, yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Selain itu, konsumen juga dihadapkan pada risiko penyalahgunaan data pribadi
dalam transaksi e-commerce. Dalam banyak kasus, data pribadi konsumen digunakan
untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan dijual kepada
pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen. Hal ini menunjukkan
adanya celah dalam regulasi dan praktik perlindungan data pribadi di Indonesia, yang
masih membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Di sisi lain, pelaku usaha e-commerce juga menghadapi tantangan dalam
memenuhi kewajiban hukum mereka, terutama terkait dengan transparansi informasi
dan jaminan kualitas produk. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tanggung
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jawab pelaku usaha, dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran yang
merugikan konsumen. Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku
usaha yang melanggar juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya
pelanggaran berulang.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce tidak
hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kesadaran hukum dari
konsumen itu sendiri serta penegakan hukum yang efektif. Konsumen perlu
diberdayakan melalui edukasi mengenai hak-hak mereka dan cara-cara untuk
melindungi diri dalam transaksi online. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat
regulasi yang ada, memastikan penerapannya, serta meningkatkan pengawasan
terhadap praktik bisnis di sektor e-commerce.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan konsumen
dalam transaksi e-commerce di Indonesia, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang
ada, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan
konsumen yang ada saat ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan ekosistem e-commerce yang
lebih aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk
menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan
dengan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia.
Pendekatan yuridis normatif ini penting karena memberikan landasan teoritis yang kuat
dalam memahami bagaimana regulasi yang ada dirancang untuk melindungi
konsumen serta mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam praktik.
Dengan menganalisis undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri
terkait, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal
hukum, buku teks hukum, dan artikel ilmiah yang terkait dengan topik ini. Selain itu,
penelitian ini juga memanfaatkan data empiris dari laporan kasus sengketa konsumen
dalam transaksi e-commerce yang telah diputuskan oleh pengadilan di Indonesia. Data
ini dianalisis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata dan
bagaimana perlindungan konsumen diimplementasikan dalam praktik. Studi kasus ini
akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi
konsumen dalam menuntut hak-hak mereka di bawah hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce

Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam e-commerce diatur melalui beberapa
regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
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Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Regulasi ini
bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen dari praktik
yang merugikan.

Hak Konsumen dalam E-Commerce

UU Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak dasar kepada konsumen, termasuk
hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk.
Dalam konteks e-commerce, hak ini mencakup hak atas informasi yang benar dan jelas
mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Namun, dalam praktiknya, banyak
konsumen yang menghadapi masalah seperti barang tidak sesuai deskripsi, penipuan,
atau ketidakpastian pengembalian dana.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha e-commerce memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk
atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi dan memenuhi standar keamanan.
UU ITE dan PP PMSE juga mengatur kewajiban penyedia platform e-commerce untuk
memastikan keamanan transaksi dan melindungi data pribadi konsumen. Namun,
dalam beberapa kasus, tanggung jawab pelaku usaha sering kali diabaikan, dan
konsumen kesulitan mendapatkan ganti rugi.

Kasus-kasus Terkait Perlindungan Konsumen

Penelitian ini juga menyoroti beberapa kasus sengketa konsumen di e-commerce yang
terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, kasus di mana konsumen menerima barang yang
rusak atau tidak sesuai deskripsi sering kali tidak diselesaikan dengan memuaskan oleh
pelaku usaha. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang perlu
diatasi.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia telah diatur melalui
berbagai regulasi, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam
hal penegakan hukum dan kesadaran konsumen. Penting bagi pemerintah untuk terus
memperbarui regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta
memberikan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka. Dengan demikian,
ekosistem e-commerce di Indonesia dapat berkembang secara lebih adil dan aman
bagi semua pihak.
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